BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 22 /Kum TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka peningkatan secara berkelanjutan
kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), perlu dilakukan penilaian maturitas
dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP tingkat
pemerintah daerah dan seluruh organisasi perangkat
daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan;

bahwa dalam rangka pelaksanakan penilaian maturitas
dan penjaminan kualitas penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern  Pemerintah  (SPIP), _ perlu
pengorganisasian sumber daya manusia pada tingkat
pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Tim Penilaian Mandiri Dan
Penjaminan Kualitas Atas Hasil Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan
Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 400);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2);

7. Peraturan Dacrah Kabupaten Balangan Nomor 12
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI
DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN
MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022.

Tim Penilaian Mandiri Dan Penjaminan Kualitas Atas Hasil
Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah
Kabupaten Balangan Tahun 2022, adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
adalah sebagai berikut:

1. melakukan penilaian mandiri maturitas
penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah;

2. melakukan penilaian mandiri maturitas
penyelenggaraan SPIP tingkat organisasi pemerintah
daerah;

3. melakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian
mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat
pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat
daerah;
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

4. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan
Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Kabupaten Balangan selaku pihak yang
memiliki mandat pembinaan penyelenggaraan SPIP
serta menindaklanjuti saran-saran yang diperoleh dari
hasil koordinasi dan/atau konsutasi; dan
menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri atas
Maturitas  Penyelenggaraan SPIP pada tingkat

pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat
daerah.

0

Penelitian sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA

meliputi:

1. kajian barang milik Pemerintah Kabupaten Balangan
yang akan dilepas;

2. kajian rencana barang pengganti tukar menukar barang
milik daerah antara Pemerintah Kabupaten Balangan
dengan perusahaan pertambangan di Kabupaten
Balangan;

3. kajian secara teknis, ekonomis, dan yuridis terhadap
aset pemda dan rencana barang pengganti tukar
menukar barang milik daerah antara Pemerintah
Kabupaten Balangan dengan perusahaan pertambangan
di Kabupaten Balangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
diktum KEDUA, Tim bertanggungajawab kepada Bupati
Balangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 19 dhipbar 2022
ATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ ?&2
TENTANG

/Kum TAHUN 2022

TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN
MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN
KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

1. | Pengarah/ Pembina

: | Bupati Balangan

2. | Koordinator/ Wakil Koordinator
Penilaian Mandiri

a. Sekretaris Dacrah Kabupaten
Balangan

b. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

3. | Asesor Tingkat Pemerintah
Dacrah

1) Asisten Perckonomian dan
Pembangunan
2) Asisten Administrasi Umum

a. Efektivitas dan Efisiensi
Pencapaian Tujuan
Organisasi

1) Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Penelitian
dan Pengembangan (Koordinator)

2) Sekretaris Badan Perencana
Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan

3) Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

4) Kepala Bidang Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi
dan Infrastruktur

5) Kepala Bidang Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan
Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia

6) JF Perencana

PAT | b. Keandalan Laporan
Keuangan

1) Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah (Koordinator)

2) Kepala Bidang Akuntansi dan
Pertanggung Jawaban

3) Kepala Bidang Anggaran

4) JF Keuangan Pusat dan Daerah

c. Pengamanan atas Aset
Daerah

1) Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah (Koordinator)

2) Kepala Bidang Aset
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3) Kepala Bidang Perbendaharaan
4) JF

d. Ketaatan terhadap Peraturan
Perundang-undangan

1) Inspektur Kabupaten Balangan
(Koordinator)

2) Inspektur Pembantu Investigasi

3) Inspektur Pembantu

Asesor Tingkat Organisasi
Perangkat Daerah

1. Sekretariat Daerah

1) Sekretaris Daerah Kab. Balangan
(Koordinator)

2) Kabag Umum

3) Kabag Organisasi

4) Kabag Protokol dan Komunikasi
Pimpinan

5) Kabag Administrasi Pembangunan

6) Kabag Kesejahteraan Rakyat

7) Kabag Pemerintahan

8) Kabag Perekonomian dan SDA

9) Kabag Hukum

10) Kabag Bagian Pengadaan Barang
Jasa

11) Kasubbag Penyusunan Program

2. Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah

1) Sekretaris Dewan (Koordinator)

2) Bagian Umum dan Keuangan

3) Bagian Persidangan dan
Perundang-Undangan

4) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan
Pengawasan

5) Kasubbag Penyusunan Program

3. Inspektorat

1) Inspektur (Koordinator)

2) Sekretaris

3) Inspektur Pembantu Wilayah 1

4) Inspektur Pembantu Wilayah 2

5) Inspektur Pembantu Wilayah 3

6) Inspektur Pembantu Investigasi

7) Reformasi Birokrasi dan
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

8) Kasubbag Penyusunan Program

4. Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah

1) Kepala Badan (Koordinator)

2) Sekretaris Badan

3) Bidang Perbendaharaan

4) Bidang Akuntansi dan Pertanggung
Jawaban

5) Bidang Pengelolaan Barang Milik
Daerah

6) Bidang Layanan, Pendataan dan
Penetapan

7) Bidang Penagihan dan Pelaporan

8) Kasubbag Penyusunan Program

5. Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan

1) Kepala Badan (Koordinator)

2) Sekretaris Badan

3) Bidang Perencanaan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pembangunan Daerah
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]

6. Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

) ?}Aﬁﬁ-ﬁ-ﬁé Koordinasi Dan

Sinkronisasi Perencanaan
Ekonomi dan Infrastruktur

5) Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Pemerintah
Pembangunan Manusia

6) Bidang Penelitian dan
Pengembangan Daerah

7) Kasubbag Penyusunan Dan
Program

11 Kepala Badan (Koordinator)

2) Sekretaris Badan

3) Bidang Pengadaan, Pemberhentian,
Informasi Kepegawaian, Mutasi dan
Promosi ASN

4) Bidang Pembinaan, Kesejahteraan,
Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN

5) Bidang Pengembangan Sumber
Daya Manusia

6) Kasubbag Penyusunan Program

7.Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

1) Kepala Badan (Koordinator)

2) Sekretaris Badan

3) Bidang Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan

4) Bidang Ideologi, Wawasan
kebangsaan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya, dan Agama

5) Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik

6) Kasubbag Penyusunan Program

8. Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

1) Kepala Badan (Koordinator)

2) Sekretaris Badan

3) Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

5) Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi

6) Kasubbag Penyusunan Program

9. Dinas Satuan Polisi Pamong
Praja

1) Kepala Dinas (Koordinator)

2) Sekretaris Dinas

3) Bidang Sumber Daya Aparatur

4) Bidang Linmas

5) Bidang Penegakan Perda

6) Bidang Ketentraman dan Ketertiban
Umum

7) Kasubbag Penyusunan Program

10. Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

1) Kepala Dinas (Koodinator)

2) Sekretaris Dinas

3) Bidang Pembinaan PAUD dan
Pendidikan Non Formal

4) Bidang Pembinaan Pendidikan
Dasar

5) Bidang Kelembagaan dan Sarana
Prasarana
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6) Bidang Kebudayaan
7) Kasubbag Perencanazn dan
Program

11. Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

1) Kepala Dinas (Koordinator)

2) Sekretaris Dinas

3) Bidang Kesehatan Masyarakat

4) Bidang Pelayanan dan Sumber Dzayz
Manusia Kesehatan

5) Bidang Pencegzhan dan
Pengendalian Penyakit

| 6) Bidang Pengendalian Penduduk dan

KB

7) Kasubbag Penyusunan Program

12. Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak serta Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

| 1) Kepala Dinas (Koordinator)
| 2) Sekretaris Dinas
| 3) Bidang Pemberdayaan dan

Rehabilitasi Sosial
4) Bidang Perlindungan, Jaminan
Sosial, dan Penanganzan Bencana

- A ” g o
| 5) Bidang Administrasi Pemerintanan

dan Penataan Desa

6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Kerjasama Desa

7) Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

8) Kasubbag Penyusunan Program

1 3. Dinas Kependudukan &
Pencatatan Sipil

1) Kepala Dinas (Koordinator)

2) Sekretaris Dinas

3) Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk

4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

5) Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

6) Kasubbag Perencanaan dan

Program

14. Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan

1) Kepala Dinas (Koordinator)

2) Sekretaris Dinas

3) Bidang Pembinaan Perpustakaan,
Pelestarian Koleksi Nasional dan
Naskah Kuno

4) Bidang Pengelolaan dan Perizinan
Penggunaan Arsip

5) Bidang Perlindungan dan
Penyelamatan Arsip

6) Kasubbag Penyusunan Program

15. Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Transmigrasi dan Tenaga Kerj

1) Kepala Dinas (Koordinator)

2) Sekretaris Dinas

3) Bidang Transmigrasi

4) Bidang Pengaduan, Pengelolaan
Data Sistem Informasi

5) Bidang Perencanaan,
Pengembangan Iklim, Promosi dan
Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal
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1 6. Dinas Kepemudaan, Olahraga
dan Pariwisata

6) Pembinaan Pelatihan Kerja,
Produktifitas dan Hubungan
Industrial

7) Bidang Pelayanan Perizinan
Berusaha dan Non Berusaha

8) Kasubbag Perencanaan dan
Program

1) Kepala Dinas (Koordinator)

2) Sckretaris Dinas

3) Bidang Pengembangan Kapasitas
Daya Saing Kepemudaan dan
Kepramukaan

4) Bidang Pengembangan Kapasitas
Daya Saing Keolahragaan

5) Bidang Peningkatan Daya Tarik
Destinasi Pariwisata

6) Bidang Pemasaran Sumber Daya
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

7) Kasubbag Perencanaan dan
Program

17. Dinas Pckerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman

1) Kepala Dinas (Koordinator)

2) Sekretaris Dinas

3) Bidang Bina Marga

4) Bidang Cipta Karya

5) Bidang Penataan Ruang

6) Bidang Sumber Daya Air

7) Bidang Jasa Konstruksi

8) Bidang Perkim

9) Kasubbag Perencanaan dan
Program

1 8. Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

1)Kepala Dinas (Koordinator)

2) Sekretaris Dinas

3)Bidang Tanaman Pangan dan
Holtikultura

4)Bidang Perkebunan

5)Bidang Peternakan

6) Bidang Perikanan

7) Bidang Ketahanan Pangan

8) Bidang Penyediaan, Pengembangan
Prasarana dan Penyuluhan
Pertanian

9) Kasubbag Perencanaan dan
Program

19. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup

1) Kepala Dinas (Koordinator)

2) Sekretaris Dinas

3) Bidang Tata Lingkungan Hidup

4) Bidang Penataan Lingkungan Hidup

5) Bidang Seksi Pengaturan Tanah

6) Kasubbag Perencanaan dan
Program

0. Dinas Perhubungan

1) Kepala Dinas (Koordinasi)

2) Sekretaris Dinas

3) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
4) Bidang Prasarana dan Keselamatan

lengan CamScanner
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" 5) Kasubbag Perencanaan dan
Program

| 2 1. Dinas Komunikasi, 1) Kepala Dinas (Koordinator)

! Informatika, 2) Sekretaris Dinas
: Statistik dan 3) Bidang Pengelolaan Komunikasi
Persandian dan Informatika
‘ 4) Bidang Pengelolaan Aplikasi dan
Informatika

5) Bidang Statistik dan Persandian
6) Kasubbag Perencanaan dan

Program
i 22. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 1) Kepala Dinas (Koordinator)
‘ dan Menengah, Perindustrian 2) Sckretaris Dinas
dan Perdagangan 3) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

4) Bidang Sarana dan Prasarana
Perdagangan

5) Bidang Standardisasi, stabilitasi
dan Pengawasan Perdagangan

6) Bidang Perindustrian

7) Kasubbag Perencanaan dan
Program

3. Kecamatan Paringin 1) Camat (Koordinator)

2) Sekretaris Camat

3) Seksi Penyelenggaraan
Pemerintahan

4) Seksi Pelayanan Publik

5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Kelurahan

6) Seksi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7) Kasubbag Perencanaan dan
Keuangan

4. Kecamatan Paringin Selatan 1) Camat (Koordinator)

2)Sekretaris Camat

3) Seksi Penyelenggaraan
Pemerintahan

4) Seksi Pelayanan Publik

5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Kelurahan

6) Seksi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7) Kasubbag Perencanaan dan
Keuangan

25. Kecamatan Lampihong 1) Camat (Koordinator)

2) Sekretaris Camat

3) Seksi Penyelenggaraan
Pemerintahan

4) Seksi Pelayanan Publik

5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Desa dan Kelurahan
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206. Kecamatan Batumandi

27. Kecamatan Awayan

6O) Seksi Pembinaan dan Penpawasan

Pemerintahan Deasa

7) Kasubbag Perencanaan dan
Keuangan

1) Carmat (l\'dtn'(linmr‘n')

2) Sekretaris Camat
3) Seksi Penyelenpparann

Pemerintahan

4) Seksi Pelayanan Publik

5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Kelurahan

6) Seksi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7) Kasubbag Perencanaan dan
Keuangan

el ISR N IRt~ ek L ol

1) Camat (Koordinator)

2)Sckretaris Camat

3)Seksi Penyelenggaraan
Pemerintahan

4)Seksi Pelayanan Publik

5)Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Kelurahan

6)Seksi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7)Kasubbag Perencanaan dan
Keuangan

28. Kecamatan Juai

1) Camat (Koordinator)

2)Sekretaris Camat

3)Seksi Penyelenggaraan
Pemerintahan

4)Seksi Pelayanan Publik

5)Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Kelurahan

6)Seksi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7)Kasubbag Perencanaan dan
Keuangan
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Y, Kecamatan Halong

1)Camat (Koordinator)
2)Sckretaris Camat

3)Scksi Penyelenggaraan
Pemerintahan

4) Seksi Pelayanan Publik

5)Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Kelurahan

6)Scksi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7)Kasubbag Perencanaan dan
Keuangan

30. Kecamatan Tebing Tinggi

l)Camat (Koordinator)
2)Sekretaris Camat
3)Seksi

Pemerintahan
4)Scksi Pelayanan Publik
5)Seksi

Desa dan Kelurahan

Penyelenggaraan

Pemberdayaan Masyarakat

6) Seksi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7)Kasubbag
Keuangan

Perencanaan dan

Koordinator/ Wakil Koordinator
Penjaminan Kualitas

a. Inspektur Kabupaten Balangan
b. Sekretaris Inspektorat Kab.
Balangan

Tim Penjaminan Kualitas *

a. Sub Tim 1

1) Inspektur Pembantu I
2) Auditor Lingkup Irban 1

b. Sub Tim 2 1) Inspektur Pembantu II
2) Auditor Lingkup Irban II
¢. Sub Tim 3 1) Inspektur Pembantu III

2) Auditor Lingkup Irban III

Administrator Aplikasi Penilaian
Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Terintegrasi

1) Kasubag Perencanaan dan
Keuangan Inspektorat

2) JF Perencana Badan Perencana
Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan

Sekretariat Penilaian Mandiri
dan Penjaminan Kualitas
Tingkat Pemerintah Daerah

1) Kepala Bagian Organisasi Setda

2) Inspektur Pembantu

3) Bidang Perencanaan, pengendalian,
dan Evaluasi Pembangunan Daerah

4) Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Ekonomi dan
Infrastruktur
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5) Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi |
Perencanaan Pemerintah |
Pembangunan Manusia

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI
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